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RESUME
KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XV1/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

20 MARET 2018

A. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya
disebut UU Ormas) diajukan oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, dalam hal
ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., dkk.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil
atas Pasal 59 ayat (4) huruf ¢, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1)
dan ayat (2) UU Ormas yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (4) huruf ¢ UU Ormas

“c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila.”

Pasal 62 ayat (3) UU Ormas

“(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat
keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”




Pasal 80A UU Ormas \

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal \
61 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar |
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas

“(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang
dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama
1 (satu) tahun.”

“(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang
dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar
ketentuan .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b,
dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

C. BATU UJI
Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

D. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap permohonan pengujian a quo, MK memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Selasa,
tanggal 27 Februari 2018, Para Pemohon menyatakan menarik
permohonannya dengan alasan, salah satu pemohon masuk rumah sakit
karena terkena serangan jantung dan pemohon Il sedang menjalankan
ibadah umroh. Penarikan permohonan yang disampaikan dalam
persidangan tanggal 27 Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas
melalui surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret
2018.

2) Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018,
telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Perkara Nomor 9/PUU-XVI1/2018 a quo beralasan menurut hukum.




E. KETETAPAN

1)
2)

3)

4)

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;

Permohonan Nomor 9/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta
Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan Dberkas
permohonan kepada Para Pemohon.

F. PENUTUP

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ”’Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi dilakukan”, dan ”Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.”
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